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Abstrak 

 

          Mahkamah Partai Politik merupakan alternatif utama dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai 

Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.  Akan tetapi Undang-Undang 

tersebut belum sempurna karena tidak ada tata beracara Mahkamah Partai Politik atau tidak mewajibkan Partai 

Politik dalam membuat prosedur tata beracara Mahkamah Partai Politik, sehingga dalam penyelesaian 

perselisihan berdasarkan AD dan ART sebagaimana yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1), penyelesaiannya 

menjadi tidak efektif dan tidak efisien. 

 

Kata Kunci: Partai Politik, Mahkamah Partai Politik, Perselisihan Partai Politik 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

        Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggara negara telah memilih “sistem 

demokrasi” sebagai kerangka politik. Dalam sistem politik demokrasi, setiap warga negara berhak menyatakan 

pendapat dan cita-cita sejalan dengan ideologi nasional.1 Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno 

yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi (SM), yaitu demos yang berarti rakyat dan 

kratein yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Adapun secara harfiah, 

makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus 

ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.2 

        Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat yang menganggap bahwa dalam suatu organisasi negara, 

rakyatlah yang paling berdaulat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut ketentuan UUD 1945.” Kemudian, Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara 

hukum.” Kedua ketentuan itu mengandung arti bahwa negara Indonesia menganut prinsip constitution 

democracy atau negara hukum yang demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut, hukumlah yang merupakan 

kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau prinsip the Rule of Law, and not of Man, termasuk 

dalam menjalankan demokrasi. Sebaliknya, dalam negara hukum yang demikian itu, harus terdapat jaminan 

bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi. Karena itu, prinsip supremasi hukum itu 

sendiri berasal dari prinsip kedaulatan rakyat.3 

        Demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta 

menjadi cita-cita hidup warga negara yang dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi merupakan suatu 

pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, hal ini sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup 

berkelompok tersebut. Pandangan hidup bangsa (weltanschauung), falsafah hidup bangsa (filosofiche 

groundslag), dan ideologi bangsa yang bersangkutan menjadi penentu keinginan masyarakat yang hidup 

berkelompok tersebut. Demokrasi Indonesia merupakan pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai yang 

 
1 A. Gau Kadir, 2014, Dinamika Partai Politik Di Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora, Makasar, Hal. 132 
2 Sahya Anggara, 2013, Sistem Politik Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, hal. 273 
3 M. Anwar Rachman, 2016, Hukum Perselisihan Partai Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 
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terkandung dalam falsafah Pancasila atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat berdasarkan 

sila-sila Pancasila.4 

        Demokrasi tidak muncul begitu saja tanpa ada sebabnya. Demokrasi muncul dan berkembang melalui 

pikiran dan perjuangan individu, kelompok, dan aktor-aktor sosial. Demokrasi lahir dan berkembang dalam 

dialektika kekuasaan yang panjang, sepanjang sejarah kehidupan politik negara dari waktu ke waktu. Menurut 

Adam Przeworski, sebagaimana dikutip oleh Suparman Marzuki, daya tarik demokrasi yang mendorong 

individu atau aktor-aktor sosial menggerakkan negaranya menuju demokrasi karena demokrasi memperkenalkan 

ketidakpastian dalam politik.5 

       Sebuah sistem demokratis dicirikan: (1) partisipasi politik yang luas; (2) kompetisi politik yang sehat; (3) 

sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala, melalui proses pemilihan umum; (4) pengawasan 

terhadap kekuasaan yang efektif; (5) diakuinya kehendak mayoritas; (6) adanya tata krama politik yang 

disepakati dalam masyarakat (Sartori). Melihat berbagai ciri itu, kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak 

dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan ini tercantum dalam konstitusi.6 

        Sistem demokrasi bukan hanya tentang tujuan definitif yang harus dicapai, tetapi juga tentang instrumen 

penting yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, ketika membahas demokrasi tidak dapat 

dipisahkan dari salah satu instrumen tersebut, khususnya Partai Politik. Dengan adanya Partai Politik, jelas 

individu akan merasa memiliki negara atau pemerintahan, karena ketika tidak ada kekuatan penyesuaian 

terhadap penguasa, kecenderungan kekuatan ini akan digunakan secara berlebihan dan jelas rakyat akan terus-

menerus dirugikan.7 

        Tugas Partai Politik sangat menentukan dalam kehidupan negara yang demokratis. Berbagai dinamika 

mewarnai perjuangan Partai Politik dalam mencapai perubahan signifikan yang berkaitan dengan kepedulian 

terhadap rakyat. Bahkan menurut Soekarno, sebagaimana dikutip oleh Randi Pradityo, menjelaskan bahwa 

perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, selain memiliki opsi untuk menghadirkan massa aksi, juga dapat 

diselesaikan jika ada partai politik Marhaen reformis progresif yang berani menggerakkan massa. Hal ini 

ditopang atau didukung oleh era reformasi nan demokratis dewasa ini, yang menggembar-gemborkan 

keterbukaan dan kebebasan berserikat, harus menjadi pendukung dalam peningkatan performa Partai Politik 

dengan tujuan agar tugasnya sebagai penghubung antara kepentingan rakyat kepada penguasa dapat diselesaikan 

dengan lebih baik.8 

        Tugas Partai Politik yang dulunya sebagai stempel pemerintah, kini memiliki kekuasaan yang luas, mulai 

dari pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

Gubernur/Bupati/Wali Kota, yang individu-individunya di DPR memiliki otoritas di bidang manajemen, 

legislasi dan anggaran. Kehadiran kekuatan yang luar biasa ini menimbulkan kontestasi untuk posisi di legislatif 

dan eksekutif yang telah dikalahkan sebelumnya oleh perebutan jabatan dalam Partai Politik. Dampaknya adalah 

pembekuan para pengurus partai, pencopotan jabatan pengurus partai, pemecatan anggota partai tanpa alasan 

yang jelas, penerbitan keputusan, organisasi partai yang tidak prosedural, dan penyalahgunaan wewenang 

pengurus partai.9 

         Perselisihan yang terjadi di internal Partai Politik, penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Perselisihan Partai Politik diselesaikan di internal Partai 

Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai, dan 

penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Hal ini 

diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

        Meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan Partai 

Politik, namun pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan Partai Politik tersebut di atas mengandung 

 
4 Ibid., hal. 9-10 
5 Suparman Marzuki, 2014, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, Erlangga, Jakarta, hal. 14 
6 Sahya Anggara, op. Cit., hal. 279 
7 Randy Pradityo, 2018, Penyelesaian perselisihan internal partai politik secara mufakat dan Demokratis”. 

Jurnal Hukum dan Peradilan, Bengkulu, hal. 376 
8 Ibid., hal. 377 
9 M. Anwar Rachman, 2016, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik, Jurnal Yuridika, hal. 190 



 

 

kontradiksi. Hal itu ditunjukkan meskipun di dalam Pasal 32 ayat (5) disebutkan putusan Mahkamah Partai 

Politik bersifat final dan mengikat secara internal, namun di Pasal 33 ayat (1) masih membuka kemungkinan 

adanya upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, apabila penyelesaian yang dilakukan oleh 

Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai.10 

       Terlepas dari kontradiksi yang disebutkan diatas, eksistensi dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah 

Partai Politik sejauh ini diabaikan. Mahkamah Partai Politik seharusnya menjadi alternatif terdepan dalam 

menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik. Akan tetapi, eksistensi Mahkamah Partai Politik bisa dianggap hanyalah 

formalitas belaka, hal ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi. Contoh kasus mengenai hal ini ialah kasus 

perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat, dimana kasusnya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara, dengan Nomor Perkara: 150/G/2021/PTUN-JKT. Melihat kasus ini jelas bahwa eksistensi dan 

kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Partai Politik diabaikan, padahal Pengadilan Tata Usaha Negara 

tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik tersebut. 

        Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan-permasalahan yang ada di internal Partai Demokrat tersebut dengan menentukan suatu judul 

penelitian, yaitu : “Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai 

Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah: 

1. Bagaimana Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik? 

2. Bagaimana Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai 

Politik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penulisan Hukum ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui Peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan Perselisihan di internal Partai 

Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan Mahkamah Partai Politik. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum 

dan implementasinya di Indonesia yang berkaitan dengan Partai Politik. 

2. Mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban serta kekuatan hukum putusan dari Mahkamah Partai Politik 

dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah kognisi keilmuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua 

kalangan masyarakat Indonesia secara umum, dan secara khusus kepada mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Jember mengenai perselisihan di internal Partai Politik. 

 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang menelaah atau mempelajari Undang-

Undang dan regulasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan 

perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi seorang peneliti untuk mempelajari Undang-Undang 

dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar, yang bertujuan 

 
10  Tri Cahya Indra Permana, 2016, Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal dan 

Eksternal, Jurnal Hukum dan Peradilan, hal. 36 



 

 

untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang 

yang lain atau regulasi yang satu dengan regulasi yang lain.11 

2. Pendekatan Kasus 

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut pastinya merupakan kasus-kasus 

yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pertimbangan-pertimbangan pengadilan untuk sampai pada 

suatu putusan menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini.12 

3. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang berangkat dari suatu pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam studi ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini menjadi penting 

karena akan menjadi suatu pijakan atau pedoman untuk membangun sebuah argumentasi hukum dalam 

upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang sedang dihadapi. Suatu pandangan atau 

doktrin akan memperjelas gagasan-gagasan dengan memberikan konsep hukum, maupun asas-asas hukum 

yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.13 

 

1.5.2. Jenis Penelitian 

        Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah penulis sebutkan di atas. Maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian yang 

dilakukan penulis ialah mengenai efektivitas hukum yang semestinya. 

 

1.5.3. Bahan Hukum Penelitian 

        Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum 

tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Untuk menyelesaikan 

masalah hukum yang dihadapi perlu menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum atau sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer 

    Bahan hukum primer dalam penulisan ini ialah : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT 

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 

b. Bahan Hukum Sekunder 

    Bahan Hukum Sekunder meliputi: 

1. Buku-buku literatur hukum 

2. Buku-buku literatur partai politik 

3. Jurnal hukum 

4. Skripsi 

 

1.5.4. Analisis Bahan Hukum 

        Dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan oleh penyusun untuk mendapatkan data adalah menggunakan 

metode-metode pengumpulan data yaitu : 

Studi Pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa 

perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal serta bahan 

lain yang berkaitan dengan peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai 

Politik. 

 

 

 
11 Peter Mahmud M., 2016, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 133 
12 Ibid., hal. 134 
13 Ibid., hal. 135-136 



 

 

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

        Dalam hal untuk menganalisis data yang didapatkan, cara untuk mengolah data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua tahap. Tahap pertama, ialah tahap untuk mengurangi atau mereduksi data. Data yang didapat pada 

tahap awal, dirangkum, diseleksi untuk dapat dimasukkan ke dalam kategori yang sama. Tahap kedua, ialah 

tahap penyajian dimana kumpulan data disusun atas dasar yang sama dan telah ada. Penyajian data bertujuan 

sebagai dasar agar ringkas dan cepat untuk menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Partai Politik 

        Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan suatu gagasan atau ide, 

keyakinan, dan cita-cita tertentu dengan cara-cara perjuangan politik, yaitu mengelola kekuasaan agar dapat 

mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan. Partai Politik merupakan instrumen yang tidak 

terpisahkan dari sistem demokrasi yang ada di negara mana pun. Partai Politik dianggap sebagai perwujudan 

atau lambang dari negara modern. Oleh karenanya, hampir semua negara demokrasi, negara maju maupun 

negara berkembang memiliki Partai Politik. Namun bentuk dan fungsi Partai Politik di berbagai negara berbeda 

antara negara satu dengan negara yang lain sesuai dengan sistem politik yang digunakan di negara itu.14 

       Pengertian Partai Politik juga dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik, yang berbunyi “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”. 

 

2.2. Pengertian Perselisihan / Konflik 

        Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu “con” yang artinya bersama dan “fligere” yang 

artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di 

mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah.15 

        Konflik merupakan suatu proses pertarungan antara perorangan maupun kelompok yang mempunyai 

kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda. Atau dengan kata lain, konflik merupakan segala macam interaksi 

pertentangan antara dua pihak atau lebih. Pertentangan kepentingan ini intensitasnya berbeda tergantung pada 

sarana yang dipakai. Masing-masing ingin mempertahankan nilai-nilai yang mereka anggap benar dan memaksa 

orang lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut. Hal ini menunjukkan suatu data empiris bahwa eksistensi konflik 

merupakan suatu keniscayaan yang akan selalu hadir dalam setiap kehidupan.16 

 

2.3. Pengertian Mahkamah Partai Politik 

         Mahkamah Partai Politik adalah salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum. Telaah 

mengenai Mahkamah Partai Politik ini akan terkait dengan studi mengenai Partai Politik, hukum penyelesaian 

sengketa, sistem pemilu, sistem peradilan, susunan dan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan 

konsep Negara hukum. Mahkamah Partai Politik lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Partai Politik pada masa reformasi, serta masyarakat yang merasakan dampak pahit dari 

perselisihan Partai Politik. Belajar dari penyelesaian kasus perselisihan internal Partai Politik yang berlarut-larut 

 
14 Suimi Fales, 2018, Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik ditinjau dari Hukum Positif, 

Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Bengkulu, hal. 200 
15 Muhammad Yusup dan Muhammad Soffa Saifillah, 2021, Manajemen Konflik dan Stress (Orientasi dalam 

Organisasi), Wade Group, hal. 10 
16 Siti Asiah, 2018, Manajemen Konflik, Teori dan Aplikasi, Pustaka Cendekia, Gorontalo, hal. 122 



 

 

tanpa ada upaya menyelesaikan tersebut, ide pembentukan “peradilan khusus” di internal Partai Politik pun terus 

berkembang, terutama untuk memenuhi tuntutan perkembangan keadilan yang semakin kompleks.17 

        Setelah reformasi, desentralisasi pemerintahan atau suatu sistem pemerintahan yang lebih banyak 

memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah dan diversifikasi fungsi-fungsi kekuasaan negara 

berkembang luas bersamaan dengan gerakan liberalisasi dan demokrasi di segala aspek kehidupan. Sebab itu 

pemerintah banyak mendirikan lembaga peradilan yang bersifat khusus, yang dimaksud agar upaya penegakan 

hukum dibidang tertentu, seperti pertanahan, politik, dan sebagainya lebih efektif. Sebab itu, ketika muncul 

kebutuhan untuk membentuk Undang-Undang baru dibidang politik, muncul pula ide untuk membentuk 

pengadilan khusus dalam Rancangan Undang-Undang yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah 

sebabnya, pasca Reformasi, pengadilan khusus terus bertambah jumlahnya dalam sistem peradilan Indonesia.18 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik 

        Peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang secara spesifik diatur dalam Pasal 32 dan 

Pasal 33, yaitu: 

a. Ketentuan mengenai Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 

1. Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. 

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. 

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. 

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan 

paling lambat 60 (enam puluh) hari. 

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal 

perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. 

b. Sedangkan Ketentuan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian 

perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. 

2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi 

kepada Mahkamah Agung. 

3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam 

puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah 

Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. 

        Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik memberikan amanah agar penyelesaian 

perselisihan di internal partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik, yaitu 

penyelesaian secara internal. Jika tidak tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan di internal 

partai maka perselisihan di internal Partai Politik tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. 

        Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa 

perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. 

Oleh karena itu, di bagian ini akan dipaparkan mengenai penyelesaian perselisihan berdasarkan AD dan ART. 

Karena dalam penelitian ini penulis meneliti perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat, maka penulis 

akan memaparkan penyelesaian perselisihan berdasarkan AD dan ART Partai Demokrat Tahun 2020. 

Penyelesaian perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat diatur dalam Pasal 97 AD Partai Demokrat, 

yang berbunyi: 

 
17 M. Happy Agung Saputra, 2020, Reformulasi Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan 

Perselisihan di Internal Partai Politik, Skripsi, Jember: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas 

Jember Fakultas Hukum, hal. 16 
18 Ibid., hal. 16 



 

 

1. Perselisihan internal partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap 

hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban 

keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai. 

2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh 

Mahkamah Partai atas laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait. 

3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. 

4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan 

mengikat di internal partai. 

5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud dalam ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan 

sesuai Undang-Undang Partai Politik. 

6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum 

legislatif. 

7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam 

peraturan organisasi. 

        Demikian mekanisme penyelesaian perselisihan yang terjadi di internal Partai Politik, dimana 

perselisihan yang terjadi di internal Partai Politik maka penyelesaiannya tersebut diselesaikan berdasarkan 

AD dan ART Partai Politik dan melalui Mahkamah Partai Politik. 

 

Penyelesaian Perselisihan di Internal Partai Demokrat 

         Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan di awal, dalam penelitian ini penulis akan membahas atau 

meneliti secara spesifik mengenai kasus atau perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat, dimana 

kasusnya tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 150/G/2021/PTUN-

JKT. 

         Perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat yaitu antara Dr. H. Moeldoko, M.si., 

Kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025, dan drh. Jhonny 

Allen Marbun, M.M.  

Kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Demokrat Periode 2021-2025, hal ini 

berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB)Partai Demokrat, tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort 

Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 150/G/2021/PTUN-JKT, mereka selanjutnya disebut 

PENGGUGAT; Melawan: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham), 

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai 

TERGUGAT. Dan H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., M.P.A., M.A., Kewarganegaraan Indonesia, 

bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP 

PD) Masa Bhakti 2020-2025, dan H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T., Kewarganegaraan Indonesia, bertindak 

untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PD Masa Bhakti 2020-2025 hal ini 

berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan 

Perubahan AD dan ART Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputuan Menkumham Nomor: 

M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PD Masa Bhakti 

2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020 dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, 

Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI. 

        Dalam perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat ini, penggugat telah mengajukan gugatannya 

pada tanggal 24 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara 

elektronik pada tanggal 24 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT. Sedangkan 

yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan ini adalah: Surat Menkumham Nomor: M. HH.UM.01.10-47, 

perihal jawaban permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD dan ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan 

DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tanggal 31 Maret 2021. Dengan dikeluarkannya objek sengketa dalam 

gugatan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat, Penggugat menganggap bahwa objek sengketa tersebut telah 

menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu: 

1. Tidak disahkannya Perubahan AD dan ART dan Susunan Kepengurusan DPP PD Periode 2021-2025; 

2. Tidak berfungsinya Perubahan AD dan ART dan Susunan Kepengurusan DPP PD Periode 2021-2025. 



 

 

        Dengan adanya kerugian tersebut, dalam gugatannya pada pokoknya penggugat memohon kepada 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah 

karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik. 

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, 

yaitu: 

Eksepsi Tergugat, yaitu: 

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum, karena pihak penggugat atas nama drh. Jhoni 

Allen Marbun, M.M. telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat. 

2. Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan, pada pokoknya mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara 

tidak berwenang mengadili. 

3. Eksepsi Penggugat salah pihak, karena gugatan Penggugat telah salah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengadili perkara ini. 

Eksepsi Tergugat II Intervensi, yaitu: 

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut, mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Jakarta tidak berwenang 

memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. 

2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum. 

3. Eksepsi tentang gugatan kabur. 

Selanjutnya di bagian ini akan penulis paparkan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam pokok perkara Partai 

Demokrat ini. Pertimbangan Hakim yang penulis paparkan di sini tidak secara komprehensif atau menyeluruh 

melainkan hanya pertimbangan-pertimbangan Hakim yang menurut penulis sangat esensial, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, 

maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diupayakan 

terlebih dahulu. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Peradilan Tata 

Usaha Negara tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai maupun 

kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan penyelesaian sengketa belum ditempuh sebagaimana 

mestinya oleh para pihak yang berkepentingan. 

2. Penggugat dalam sengketa ini bertindak selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan sekjen Partai Demokrat, 

sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi bertindak dalam kedudukan yang sama, maka dalam sengketa ini 

jelas terungkap adanya dualisme kepengurusan dalam Partai Demokrat, termasuk adanya dua versi 

Mahkamah Partai di antara Penggugat (yang sejauh ini belum terdaftar pada Tergugat) dan Tergugat II 

Intervensi (yang telah disahkan Tergugat). Maka, sulit untuk dibantah dalam sengketa ini terdapat 

problematik dualisme kepengurusan, hal mana dualisme seperti ini merupakan turunan atau ekses dan/atau 

implikasi adanya perselisihan internal di tubuh Partai Demokrat.  

3. Pihak Penggugat untuk mendaftarkan perubahan AD dan ART dan kepengurusan partai tidak dapat 

dipisahkan dari masih melekatnya hubungan diametral dalam berbagai bentuk perbedaan pandangan, sikap 

maupun tindakan mengenai keabsahan klaim kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat II Intervensi) 

yang masing-masing mengakui sebagai pimpinan Partai Demokrat (sebagai ketua umum dan sekjen). 

Sedangkan sejatinya tidak mungkin ada dua pucuk pimpinan dalam satu organisasi yang sama. Dari sudut 

pandang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, persoalan internal di antara Penggugat dan 

Tergugat II Intervensi belum bisa dialihkan ke ranah eksternal yakni semata-mata dimaknai secara parsial 

dan/atau reduksionis dengan sudut pandang legalistik sempit yakni normatif-formal belaka sekadar sebagai 

isu penolakan pendaftaran perubahan AD dan ART dan kepengurusan. Dengan demikian, Pengadilan 

berpendapat meskipun keputusan tersebut merupakan suatu keputusan administrasi pemerintahan namun 

karena secara substantif di dalamnya masih mengandung persoalan internal perselisihan Partai Politik, 

khususnya keabsahan klaim hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing 

mengatasnamakan pimpinan Partai Demokrat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang 

mengadilinya karena sekalipun Penggugat dalam sengketa tersebut mempersoalkan keputusan administrasi 

berupa penolakan pendaftaran namun persoalan hakiki yang terjadi sebenarnya adalah lebih menyangkut 



 

 

urusan perselisihan internal Partai Politik yang sejauh ini masih belum ditempuh proses penyelesaiannya 

menurut ketentuan Undang-Undang Partai Politik. 

         Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan 

Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut peradilan dengan berdasarkan pertimbangan hukum. 

Sedangkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. 

         Berdasarkan konklusi yang diambil oleh Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini, maka 

dapat penulis katakan bahwa Penulis sepakat dengan konklusi Majelis Hakim tersebut. Menurut analisa Penulis, 

Majelis Hakim telah memutus perkara ini secara objektif dan adil secara hukum. Sesuai dengan Pasal 32 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai walaupun objek gugatannya 

merupakan Surat Keputusan Kemenkumham. Dan menurut analisa penulis pula bahwa Majelis Hakim dalam 

mengadili dan memutus perkara ini sudah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

         Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat penulis sampaikan bahwasanya Mahkamah Partai Politik 

seharusnya menjadi lembaga utama dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di internal Partai Demokrat 

tersebut. Tetapi dalam hal ini posisi dan kedudukan Mahkamah Partai Politik tersebut harus ada penguatan 

sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal partai dapat memilihnya sebagai bentuk penyelesaian 

perselisihan yang terbaik. Selain itu pula perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan Mahkamah Partai 

Politik tersebut dengan lebih memperjelas ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui peraturan 

perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

        Jika melihat ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian 

perselisihan yang terjadi di internal Partai diselesaikan berdasarkan AD dan ART Partai dan diselesaikan 

melalui Mahkamah Partai Politik. Akan tetapi, menurut analisa penulis, AD dan ART Partai Demokrat tidak ada 

tindak lanjut tata beracara Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan, sehingga ini perlu menjadi perhatian 

agar eksistensi Mahkamah Partai Politik tidak hanya sebatas formalitas belaka tanpa adanya tata beracara yang 

jelas. 

 

Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Politik 

        Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik 

merupakan suatu hal yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa penyelesaian perselisihan di internal 

Partai Politik sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengenai kekuatan Putusan 

Mahkamah Partai Politik, bisa diketahui dengan menganalisis ketentuan yang mengatur perselisihan Partai 

Politik yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

Dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang tentang Partai Politik dikatakan bahwa, “Putusan Mahkamah Partai 

Politik bersifat Final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan 

kepengurusan”. Kemudian di dalam Pasal 33 ayat (1) berbunyi, “Penyelesaian perselisihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. 

Mengenai ketentuan ini, dari beberapa jenis perselisihan yang kekuatan putusannya bersifat final dan mengikat 

secara internal hanyalah perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan. Sedangkan pelanggaran terhadap 

hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung 

jawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap Keputusan Partai Politik adalah jenis perselisihan yang masih 

ada upaya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri apabila para pihak tidak puas dengan Putusan Mahkamah Partai 

Politik. 

        Rumusan Pasal, “bersifat final dan mengikat secara internal” berarti tidak ada pihak internal yang memiliki 

kedudukan hukum yang dapat menggugat Putusan Mahkamah Partai Politik. Secara a contrario berarti Putusan 

Mahkamah Partai Politik tidak bersifat final dan mengikat secara eksternal di luar anggota Partai Politik. 

Pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan masyarakat yang tidak termasuk anggota suatu Partai 

Politik tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Partai Politik tersebut. Pemerintah sebagai pihak yang 

mempunyai otoritas dalam mengesahkan kepengurusan Partai Politik sesuai dengan konstruksi Pasal 32 ayat (2) 

Undang-Undang tentang Partai Politik, tidak secara spontan terikat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah 

Partai Politik mengenai perselisihan kepengurusan. Meskipun pengesahan kepengurusan bersifat deklaratif, 

pemerintah secara tidak langsung tetap diberi otoritas mandiri dan bebas oleh Undang-Undang untuk 



 

 

memeriksa, menilai dan memastikan bahwa pengurus yang dimenangkan oleh Mahkamah Partai Politik, diputus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjamin rasa keadilan bagi para pihak.19 

        Sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Partai Politik hanya tampak sangat kuat secara internal tetapi 

secara eksternal sangat lemah, terutama terkait pengesahan perselisihan kepengurusan. 20  Sifat lemahnya 

kekuatan Putusan Mahkamah Partai Politik ini tentunya berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi 

para pihak yang mencari keadilan. Dan tentunya juga akan berimplikasi pada tidak tercapainya implementasi 

dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perselisihan di internal Partai 

Politik. 

         Berdasarkan analisa penulis, bahwa penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, 

cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal yang memungkinkan adanya upaya hukum ke 

Pengadilan Negeri apabila penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik tidak tercapai sehingga membuat 

penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik memakan waktu yang lama dan tentunya akan menambah 

biaya perkara bagi pihak yang berselisih. Kemudian mengenai ketentuan Pasal yang hanya bersifat final dan 

mengikat secara internal tetapi secara eksternal dapat diintervensi oleh pihak eksternal Partai Politik sehingga 

membuat penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik menjadi tidak efektif dan tidak efisien. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Partai Politik merupakan alternatif utama dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Akan tetapi Undang-Undang 

tersebut belum sempurna karena tidak ada tata beracara Mahkamah Partai Politik atau tidak mewajibkan 

Partai Politik dalam membuat prosedur tata beracara Mahkamah Partai Politik, sehingga dalam 

penyelesaian perselisihan berdasarkan AD dan ART sebagaimana yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1), 

penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan tidak efisien. 

2. Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal, namun secara eksternal 

Putusan Mahkamah Partai Politik sangat lemah dan dapat diintervensi. Selain itu, bersifat final dan 

mengikat Putusan Mahkamah Partai Politik juga masih dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri 

dan terakhir kasasi di Mahkamah Agung dan proses tersebut rumit, lama dan biaya tinggi serta tidak ada 

kepastian hukum dan keadilan bagi pihak berperkara, dengan demikian dibentuknya Mahkamah Partai 

Politik dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara perselisihan partai tidak tercapai. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum mengaplikasikan asas peradilan sederhana, cepat dan 

biaya ringan. Pada dasarnya pengadilan haruslah berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, namun hal ini tidak terlihat dalam perkara perselisihan di internal Partai Politik. 

 

4.2. Saran 

Setelah ditarik kesimpulan, maka penulis kemudian memberikan saran sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik harus disempurnakan, yaitu mengenai 

penambahan kewajiban bagi setiap Partai Politik memiliki Mahkamah Partai Politik dan mewajibkan 

penambahan pengaturan prosedur tata beracara Mahkamah Partai Politik dalam AD dan ART Partai Politik. 

2. Pengaturan hukum penyelesaian perselisihan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 

tentang Partai Politik, harus segera dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang yang lebih komprehensif 

agar penyelesaian perselisihan Partai Politik lebih efektif dan efisien karena praktik penyelesaian 

perselisihan partai politik saat ini prosesnya lama, berbelit-belit dan biaya tinggi serta tidak memberikan 

 
19 Firdaus dan Nalom Kurniawan, 2018, Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan 

Kehakiman Menurut UUD 1945, Jurnal Konstitusi, hal. 660  
20 Ibid., hal. 660 



 

 

jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Dan diupayakan perubahan rekonstruksi Pasal 

sehingga Putusan Mahkamah Partai Politik kuat secara internal dan eksternal. 
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